
BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

                                        NOMOR  86  TAHUN 2013

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN 
PENDIDIKAN FORMAL TERTENTU YANG DIAJUKAN OLEH MASYARAKAT

 DAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL 
KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 

KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah 
Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan, kewenangan pemberian izin  
pendirian program atau Satuan Pendidikan Formal tertentu 
yang diajukan oleh masyarakat dan pendirian Satuan 
Pendidikan Nonformal dapat dilimpahkan kepada Kepala 
Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang 
pendidikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pendelegasian Wewenang Pendirian Program atau Satuan 
Pendidikan Formal Tertentu yang Diajukan oleh Masyarakat 
dan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal kepada Kepala 
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten 
Kebumen;

Mengingat: 1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
42);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301);

3.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia 
Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4751);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib 
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4863); 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah 
Propinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 40); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 
tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 
64);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 
Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kebumen Nomor 22);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 
Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kebumen Nomor 61);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG 
PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN FORMAL 
TERTENTU YANG DIAJUKAN OLEH MASYARAKAT DAN 
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL KEPADA 
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 
KABUPATEN KEBUMEN.
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Pasal 1

Mendelegasikan wewenang pendirian program atau Satuan 
Pendidikan Formal tertentu yang diajukan oleh masyarakat dan 
pendirian Satuan Pendidikan Nonformal kepada Kepala Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen.

 Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen 
pada tanggal  1 Agustus 2013

BUPATI KEBUMEN,
ttd.

BUYAR WINARSO

   Diundangkan di Kebumen
   pada tanggal 1 Agustus 2013

   SEKRETARIS DAERAH
   KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.
          ADI PANDOYO

   BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
Pembina

                                 NIP. 19720723 199803 1 006
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